
GUBERNUR RIAU

PERATURA GUBERNUR RIAU
NOMOR AtruN 2019

TENTANG

PDRUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 71 TAIIUN 2O1A

ilei,r:iair-6 perlieslnlrt ctccanet PENDAPATAN DAN BDLANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBDRNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat {2) dan ayat (3)-Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengaoaan

Barang/Jasa Pemerintah menyatakan pemberian kesemp-atan

kepadi' penvedia untuk menyelesaikan pel{el?un

;;;;;;*J" timakasud pada avat (1)' dimuat dalam

aden"dum kontrak yang didalamnya mengatur waknl
penyetesalan pekerjaan, pengenaan :"ttk"1 ., -1:1d"
Leterlambatan kepada Penyedia, dan perpanlangan Jamlnan

Pelaksanaan serta dapat melampaui tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkart Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

38 Tahun 2018 tentang Pedoman PenFrsunan {ngsaran
p""a^put^" dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 pada

Lu-piiu.t Angka V Nomor 39 uraian pedoman Hal khusus

t.i.rriy. -..t1i-ut tan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah

m.mpunyai Lewajiban kepada pihak Ketiga terkait dengan

"tlf"t 
- pemberian kisempatan k9gada penyedia

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaur

Tahun Anggaran 2018 sesuai peratural perundang-

undangan, 
-maka harus dianggarkan kembali pada akun

belanji dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

fahuir ZOlg 
"es,rafkode 

rekening berkenaan dengan terlebih
dahulu melakukar-r per-ubal.an atas Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2i, ay^t (5) dan ayat (6)

Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagamana
tehh d;bah bebe.tp^ k.li terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua AtaJ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangarl Daerah,

Pemedntah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, termasuk belalja untuk
keperluan mendesak yang kriterianya mencakup progra'm

dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggararnya
belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan
keperluan mendesak iainnya yang apabila ditunda akan
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d.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
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menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat;

bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Riau kepada Ketua Tim Anggaran

Pemerintah Daerah {TAPD) Provinsi Riau Nomor 910/PUPR-
SEKRE/554 perihal Usulan Pergeseran Anggaran pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
20 19 perlu ditindaklanjuti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a sampai dengan hu{uf d, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pen-rbahan atas Peraturan
Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019.

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7646)i

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tefltar'g Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OI4 ter'ta0g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentarg Administrasi
Pemerintahan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292,'farnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembararr Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 58871,

9.

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterl
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Mente{i Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Pen]rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor I Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Riau "lahwn 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2OI7 lelflang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OO9 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau
Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2017 Nomor 12)r

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDI
Provinsi Riau Tahun 2OI4-2OI9 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomoi 1 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 7 "fa}rwrr 201,4 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsl
Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau
Tahun 2018 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 22 'fah:un 2OI8
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018
Nomor 221:

17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 {Berita Daerah provinsi
Riau Tahun 2018 Nomor 73)



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PDRATURAN GI'BERNUR TDNTANG PERI'BAHAN AIA!
EilinRAN GITBERNUR RIAU NoMoR 71 TAHUN 2018

i:eiriarc pENJABARAN ANc'cARAN PENDAPATAN DAN

BEI,ANJA DAERAH TAHUN ANC'GARAN 2019.

Pasal I

{1) Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran Il' Lampiran III'^darI
'-' J"-pit". V Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 201t3

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan daII Belanja Daerah

Tatrun"Anggaran 2OtO @irita Oaeratr Provinsi Riau Tahun 2018

l.fo-o. zSj-ii,tt"ft sebagaimana tercantum dalam Lampiran I'
Lampiran Il, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan

bagian tiOat< terpllahkan dad Peraturan Gubernur ini'

{21 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku' maka
' ' t .-pi..t I, Lampiran lI, Lampiran III, dan Lampiran V

Perair.ra:r Gubermrr Riau Nomor 71 Tahun 2018 tentang

Pe4jabaran Anggaran P€ndapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 @erita Daerah Provinsi Riau Taltun 2018 Nomor

T3fdicabut dan dinyatakan tidak berlaku'

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada
diundangkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

tanggal

Agar setiap orarg mengetahuinya, memerintahkal
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan nya

dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal
SEKRETARIS D RIAU,

AHMAD 

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 
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